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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa. Dalam konteks ini peran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan 

bernegara sangat strategis. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (to be good 

and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan 

kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional. 

Menuruti Peraturani Menterii Pendidikani Dani Kebudayaani Republiki Indonesiai 

Nomori 5i Tahuni 2020i Tentangi Akreditasii Programi Studii Dani Perguruani Tinggii 

Pendidikani adalahi usahai membinai dani mengembangkani kepribadiani manusiai 

baiki secarai jasmanii maupuni rohani.i Pendidikani merupakani suatui prosesi 

perubahani kognitif,i afektif,i psikomotori seseorangi dalami pendewasaani melaluii 

pengajarani dani pelatihan.i Pesertai didiki dapati mendewasakani dirinyai melaluii 

pendidikan,i karenai pendidikani memberii pengaruhi yangi positifi terhadapi pesertai 

didiki sertai memberikani keterampilani dani kemampuani mental. 

Duniai Pendidikani dii Indonesiai dapati diperolehi beberapai ilmui pengetahuani 

yangi tentunyai dapati meningkatkani kualitasi pendidikani dii Indonesia,i sepertii 

pengetahuani tentangi moral,i agama,i kedisiplinani dani laini sebagainya.i Dalami 

meningkatkani pengetahuani dii duniai pendidikani sebagiani besari dilakukani melaluii 
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sekolahi dengani carai menyelesaikani permasalahani dani menyimpulkani materii yangi 

telahi diajarkani Kesuma (2011:8). 

 Perani gurui secarai umumi adalahi sebagaii tugasi pendidikani meliputii mendidik,i 

mengajar,i dani melatih.i Perani gurui dalami menjalankani tugasi dii sekolahi harusi 

dapati menjadikani dirinyai sebagaii orangi tuai kei duai dani mampui menariki simpatii 

parai siswai sehinggai pelajarani apapuni yangi diberikani hendaknyai dapati menjadii 

motivasii bagii siswanyai dalami mengajari Karina (2021:273). 

Gurui sebagaii orangi yangi patuti digugui dani ditirui dituntuti agari bisai 

menjalankani perani dani fungsinyai dengani baik,i karenai semuai tindakani dani 

tingkahi lakui gurui itulahi yangi akani menjadii contohi dani surii tauladani yangi dilihat i 

olehi pesertai didik.i Gurui haruslahi bisai mencontohkani dani menanamkani nilai-nilaii 

dani normai luhuri kepadai parai pesertai didik. 

Menurut Karina (2021:277),i sebagaii gurui Pendidikani Kewarganegaraani 

penanamani karakteri tidaki lepasi darii nilai-nilaii yangi terkandungi dalami Pancasila.i 

Disinii Pendidikani Pancasilai dapati dijadikani sebagaii saranai dalami pembentukani 

karakteri pesertai didik,i karenai pancasilai mengandungi nilai-nilaii kehidupani yangi 

bisai dijadikani pedomani dalami menjalankani kehidupani berbangsai dani bernegarai 

pesertai didiki yangi padai hakikatnyai adalahi wargai negarai Indonesia. 

Karakteri kewarganegaraani (Civici Disposition)i merupakani sifati yangi harusi 

dimilikii olehi setiapi wargai negarai agari terciptanyai jiwai yangi kompeteni dani 

mempunyaii karakteri yangi baik.i Padai dasarnyai civici dispositioni yangi adai dalami 

dirii pesertai didiki merupakani komponeni pentingi darii PPKni bertujuani untuki 

membentuki pesertai didiki agari menjadii wargai negara yangi baik,i patuhi terhadapi 
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hukum,i bersikapi jujur,i menghormatii haki dani kewajibani orangi laini Kesuma i 

((2021:11). 

Untuk menjadi seorang warga negara yang baik maka seorang peserta didik 

harus memiliki tiga kompetensi kewarganegaraan diantaranya civic knowledge, 

civic skills dan civic disposition. Sebagaimana di jelaskan oleh Branson (dalam Sri 

Wuryan dan Syaifullah (2013:78) mengatakan “ada tiga komponen penting yang 

terdapat di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill) 

dan watak kewarganegaraan (civic disposition)”.  

Menurut Utami (2023:65). “pengetahuan kewarganegaraan (Civic 

Knowledge) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh 

warga Negara.” Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang 

dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Civic 

skill mencakup kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan 

sosial dan politik, memahami hak dan kewajiban warga negara, dan membantu 

membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. 

Dari kedua kompenen di atas, civic disposition merupakan inti dari dua 

komponen sebelumnya karena civic disposition adalah hal yang utama yang harus 

dimiliki oleh seluruh warga negara termasuk peserta didik yang kelak akan 

menjadi generasi penurus bangsa yang baik yang tidak menyimpang dari aturan 

norma dan moral bangsa Indonesia.  

Namun yang terjadi pada anak-anak bangsa sekarang ini adalah masih 

banyaknya generasi penerus bangsa yang belum menunjukkan karakter atau watak 
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kewarganegaraan yang baik, seperti banyaknya perilaku warga negara yang 

menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia. Berdasarkan data empiris dari media yang ada, terdapat 

beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar seperti, 

diduga akibat saling ejek, seorang siswa SMP Negeri 20 Satu Atap Sungai Tebal, 

Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, menikam temannya sendiri 

hingga tewas.  

Berdasarkan kegiatan observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggal 7 

Februari 2024, peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan civic 

disposition. Meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma, aturan, 

karakter, dan agama masih terdapat siswa SMA N 5 Merangin yang belum 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari- hari, terutama dilingkungan sekolah. 

Berikut adalah data yang mendukung mengenai masalah civic disposition peserta 

didik di SMA N 5 Merangin yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Data Pelanggaran Siswa 

No Indikator Uraian Masalah Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

seluruh 

siswa 

1. Sikap disiplin  Datang terlambat 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

548 

 Tidak hadir tanpa 

keterangan 

37 

 Tidak mengumpulkan tugas 

yang diberikan oleh guru 

15 

2. Tanggung 

jawab 
 Tidak bertanggung jawab 

menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah 

28 

 Tidak bertanggung jawab 

mengerjakan tugas yang 

diberikan 

32 

3. Menghargai hak 

setiap individu 
 Tidak menghargai pendapat 

teman saat berdiskusi 

10 

 Mengganggu teman saat 

ibadah 

5 

4. Kesopanan  Tidak menghormati guru 

dan sesama (sapa, senyum, 

salam) 

33 

 Berbicara kotor/kasar 

kepada teman 

17 

5. Musyawarah  Tidak ikut pemilihan ketua 

osis 

58 

6. Peduli terhadap 

sesama 
 Tidak memberikan iuran 

saat teman kesusahan  

14 

7. Kerja sama  Tidak melaksanakan tugas 

piket 

25 

Total 289 
Sumber : Bimbingan dan Konseling SMA N 5 Merangin Tahun 2023/2024 

Melihat dari data di atas bahwa, masih terdapat siswa yang tidak 

menggambarkan watak kewarganegaraan (civic disposition). Dari sinilah peran 

guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat diperlukan guna 

terciptanya siswa yang memiliki civic disposition yang baik guna untuk bekalnya 

menjadi manusia yang berkepribadian baik, sehingga bisa berguna di lingkungan 

masyarakat maupun di lingkungan dunia kerjanya kelak. Sejalan dengan pendapat 

(Panca 2022:4) guru merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan 
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keberhasilan pembelajaran dan mengimplementasikan civic disposition peserta 

didik di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diberikan sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  ”Peran Guru PPKn 

Untuk Menanamkan Civic Disposition Bagi Peserta Didik Di SMA N 5 

Merangin”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini ialah “Peran guru PPKn dalam menanamkan 

civic disposition bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin”. 

1.3 Batasan Masalah 

Karena keterbatasan kemampuan peneliti untuk lebih terarah dan terfokus, 

maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Peran guru PPKn dalam menanamkan civic disposition bagi peserta didik 

di SMA N 5 Merangin. 

2. Faktor yang menghambat Guru PPKn dalam menanamkan civic 

disposition bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin  

1.4  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan civic disposition bagi 

peserta didik di SMA N 5 Merangin? 

2. Apa hambatan yang di hadapi Guru PPKn dalam menanamkan civic 

disposition bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin  
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1.5 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai yakni : 

1. Untuk mengetahui peran guru PPKn dalam menanamkan civic disposition 

bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Guru PPKn dalam menanamkan 

civic disposition bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah beberapa manfaat yang diproyeksikan dari temuan penelitian 

ini. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pada konsep pendidikan 

kewarganegaraan dalam konteks pendidikan karakter kewarganegaraan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :  

a. Bagi Peserta Didik  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peserta didik agar 

tidak melanggar peraturan sekolah lagi dan tidak menyimpang dari tata tertib 

sekolah melalui pembelajaran PPKn yang akan membentuk karakter dan jati diri 

yang baik bagi peserta didik.  
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b. Bagi Peneliti  

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai peran pembelajaran 

PPKn dalam membentuk civic disposition yang saat ini mulai menurun sehingga 

dapat mengetahui betapa penting mata pelajaran PPKn ini untuk diterapkan dan 

mengetahui manfaat dan tujuan dari pembelajaran PPKn ini bagi peserta didik.  

c. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan bagi guru-guru yang mengajar 

di SMA N 5 Merangin untuk membentuk civic disposition pada peserta didik. 

1.7 Definisi Istilah 

1.7.1 Perani gurui PPKn 

Gurui Pendidikani Pancasilai dani Kewarganegaraani (PPKn)i memilikii tugasi 

dani perani yangi lebihi darii gurui matai pelajarani laini dikarenakani tanggungi jawabi 

gurui PPKni bukani hanyai mentransferi pengetahuani tetapii jugai mentransferi nilai-

nilaii kebaikan,i memberikani contohi teladani dani menjadikani pesertai didiki menjadii 

wargai negarai yangi beradab. 

1.7.2i Civici Disposition 

Civici dispositioni merupakani salahi satui komponeni pendidikani 

kewarganegaraani yangi diterjemahkani sebagaii watak,i sikap,i ataui karakteri 

kewarganegaraan.i “Wataki kewarganegaraani (civici disposition)i sebagaii komponeni 

dasari ketigai civici educationi menunjuki padai karakteri publiki maupuni privati yangi 

pentingi bagii pemeliharaani dani pengembangani demokrasii konstitusional. 

 


